
BUPATI KPPULAUAN ARU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DASA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BPLANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KPPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan

kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belaqja Desa dan

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2OL4 tentang Desa, dipandang perlu

mendelegasikan wewenang pelaksanaan evaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang

Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa

kepada Camat;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat



4.

5.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,

Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten

Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a350);

3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2OL4 tentang Desa (I"embaran Negara Republik

Indonesia Tahun zAH Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

. Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 57I7\;

6.



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2Ol4

Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEOASIAN

WEWENANG PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.

5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan

di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk

menangani sebagaian urusan otonomi Daerah, dan penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan.

7.

8.

9.



BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mendelegasikan Kewenangan Pelaksanaan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa kepada Camat.

Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa;

b. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa; dan

c. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang€ul Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru.
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S DAERAH KABUPATEN KEPUI,,AUAN ARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
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